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Abstrak

Perencanaan pembangunan di desa merupakan salah satw tahapan awal pada
proses pembangunan desa.  Dalam perencanaan pebangunan desa, partisipasi
masvarakat sangat penting karena masyarakatlah vang lebih mengetahni permasalahan
dan potensi sumberdava yang ada. Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa diharapkan mampu menginisiasi dan memotivasi agar partisipasi masyarakat desa
dala perencanaan pembangunan desa dapat meningkat. Walaupun nampaknya klise,
akan tetapi kemujuran, kesungguhan dan komunikasi yang batk dari pemerintah desa
Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyvarakat menjadi kunci dari kesuksesan
perencanaan pembangunan desa yvang komprehensif

Penelitian ini menggunakan metode analisizs 1s1 (confert analysis) dengan
pendekatan kualitatif Kesimpulan dari hasil penelitian vaifu; 1) Mekanisme
perencanaan pembangunan desa vang dilakukan sudah sesuat dengan Undang-Undang
Momor § Tahun 2014 fentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negenn Republik
IndonesiaNomeor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; 2) Lembaga
Pemberdayvaan Masyarakat Desa (LPM Desa) berperan sangat penting dalam
perencanaan pembangunan desa, yatiu terkait dengan - a) Menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat; b) Pelibatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara
partisipatif, ¢) Menumbuhkembanglkan partisipasi masyarakat; serfa d) Menggali
potensi pada sumber dava alam serfa keserasian lingkungan hidup dalam kerangka
perencanaan pembangunan di desa.

Eata kunci : lembaga pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan. pembangunan, desa

Abstract
Village development planning is one of the initial sitages of the village

development process. In village development planning, community participation is very
important because the community befter undersiands the importance and potential af
existing resources. The existence of the Village Community Empowerment Institution is
expected fo be able to initiate and motivate village community participation village
development planning can be improved Even though it looks like a cliché, honesty,
sincerity and good communication from the village govermmeni, the Village
Consuliative Body and the community are not the ey fo developing village developmernt
plans.

This pesearch uses content analysis method (content analvsis) using gqualitative.
The conclusions from the resulis of the study are; I) Village development planning that
has been carvied out is in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages
and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number
114 aof 2014 concerning Guidelings for Village Developmernt; 2) The Village Community



Empowerment Institute (LPM Desa) is very important in village development planning,
which is related to: a) Accommodating and chamneling community aspirations; b)
Invalvement of development planning; ¢) Promoting community participation; alsa d)
Explores the potential of natural resources and environmental harmowny in the
development af village development planning.

Keywords: villnge community empowerment [nstitutions, plomning, development,
villages

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulavan yvang terdiri dari banyak pulau-
pulau dengan kondisi geografis dan iklim vang berbeda-beda. Dengan kondisi seperti ini
maka diperlukan penanganan vang spesifik untuk pemerataan pembangunan vang
menyeluroh di wilavah Indonesia. Potensi wilavah yvang berbeda dengan kemampuan
pada sumber dava manusia yvang beragam, diperlukan sinergi vang baik agar tercapai
tujuan pembangunan vang diharapkan.

Pembangunan dalam hal ini mempakan sebuah proses perwujudan cita-cita negara
dalam rangka mewujudkan masyarakat vang makmur serta sejahtera secara merata
Dengan sistem otonomi daerah vang dianut saat ini memberikan kebebaszan pada setiap
daerah unfuk mengatur dan mengurus segala kebutuhan dan sumber dava yang dimiliki
secara mandiri.

Dalam kaitannya dengan pembangunan di desa, peran partisipasi dari masyarakat
sangat penting karena masyarakatlah yang lebih mengetahui segala permasalahan dan
potensi sumberdaya yang dimiliki sehingga memudahkan dalam proses perencanaan
serta pelaksanaan pembangunan. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
dalam menstimulasi dan memotivasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
desa diharapkan akan menghasilkan pembangunan yang diharapkan sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan dari masyarakat di desa.

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan peranLembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa dalam rangka perencanaan pembangunan di desa, di antaranya seperti
kualitas sumber daya aparatur LPM Desa yang masih rendah sehingga belum optimal
dalam melakukan pendekatan, sosialisasi, motivasi kepada masyarakat agar
berpartisipasi dalam perencanaan pada pembangunan desa. Di samping itu, jumlah
personil LPM Desa yang terbatas sehingga cakupan lokasi yang dijangkau juga terbatas.

Kurangnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam mengakomodir kebutuhan



masyarakat di sekitarnya juga menjadi penyebab belum maksimalnya peran yang

dilakukan oleh LPM Desa.

Permazalahan lain terkait peran Lembaga Pemberdayaan Masvarakat mizalnya
dari hasil penelitian yang dikemukalzan oleh Tiwa, Gosal dan Kimba bahwa 1) Lembaga
Pemberdayvaan Masyarakat di Kelurahan Paal Dua belum optimal berperan dalam
melakzanakan perencanaan pembangunan hal ini dapat dinilai rendahnya kemampuan
Lembaza Pemberdayaan Masyaralkat di Kelurahan Pasl Dua dalam  merencanalan
pembangunan, kemampuan dalam — menggerakkan  partisipasi masyarakat, dan
kemampuan untuk melakzanalean, mengevaluasi kegiatan pembangunan yvang ada di
Kelurahan; 2) Eendahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masvarakat Kelurahan Paal
Dwa ini dizebablran oleh keaktifan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masvarakat
Kelurahan Paal Dua itu sendiri, di mhna ada beberapa pengurus vang sudah tidal lagi
berdomizili di Kelurzhan Paal Dua, ditambah dengan rendahnya pengetahuan,
keterampilan leeahlian sesuai dengan pekerjaan yvang diembannya motivasi penguorms,
zerta permasalahan klasile vaito tidak tersedianya dana operasional bagi Lembaga
Pemberdayaan Maszyarakat Eelurahan Paal Dua {(dinnduh dari
hitps:/ejoumnal unsrat.ac.id/index. phpjurnalekselutifarficle’viewFile/ 16649/ 16150
pada tanggal 10 September 2012,

Dari beberapa latar belakang permasalahan tersebut maka penulis mengemukakan
rumusan masalah yang akan dibahaz dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut © 1)
Bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan vang dilaksanakan di desa?;
Bagaimana analizis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) dalam

melaksanakan perencanaan pembangunan di desa?

KAJIAN PUSTAKA
Konsep Peranan

Istilah “peranan’ berasal dari kata dasar “peran’, vang dalam Eamus Besar Bahasa
Indonesia peranan dapat diartikan sebagai “tindakan vang dilakukan oleh seseorang
dalam swpatu pernsitiwa”™. Soekanto (2012:2127) menerangkan bahwa “peranan
merupakan aspek dinamis dann  kedudukan (status) vaitu apabila  seseorang
melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, maka orang it sudah
menjalankan suatu peranan™. Sedangkan menurut Thoha (2003:27) “dalam bahasa
organisasi peranan dipercleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan tu merupakan
dolumen tertulis yang memuat| persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatn

pekerjaan”.



Adapun cakupan vang terdapat pada peranan, lebih lanjut divraikan oleh Sockanto
(2012:213)) adalah :

1.

Peranan adalah meliputi nomma-norma vang dihubungkan dengan posisi
atan tempat seseorang di dalam masyvarakat Dalam hal ini peranan
berarti rangkaian peraturan vang membimbing seseorang dalam
kehidupan masyarakat.

Peranan adalah konsep tentang apa vang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagal organisasi.

Peranan juga dapat dikatalkan sebagai perilalu individu vang penting
bagi struktur sosial.

Lebih lanjut Soekanto (2012:215) mengungkapkan tentang pembahasan tentang

aneka macam peranan vang melekat pada individu-individu di dalam masvarakat

penting bagi hal-hal sebagai berikut ini :

1.

2.

Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila masyarakat hendalk
dipertahankan kelangsungannya.

Peranan tersebut sevogyanya diletakan pada individu-individu yvang oleh
masvyarakat dianggap mampu melaksanakannva. Mereka harus terlebih
dahulu berlatih dan mempunyvai hasrat vntuk melaksanakannya.

Dalam masvarakat kadangkala dijumpai individe-individu vang tak
mampu melaksanakan peranannva sebagaimana diharapkan oleh
masvarakat karena munglkin pelaksanaannva memerlukan pengorbanan
arti kepentingan-kepentingan pribadi vang terlalu banyak.

Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perananmnya,
belum tentu masyvarakat akan dapat memberikan peluang-peluang vang
seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masvarakat terpaksa
membatasi peluang-peluang tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat dikatskan bahwa istilah

“peranan” merupakan supatu kedodukan atau posizi sesecrang [ hal yang memegang

bagian penting pada suatu keadaan atan peristiwa atau dalam organisasi organisasi.

Berkaitan dengan judul penelitian ini maka yang dimaksud ‘peran’ adalah

bagaimana kedudukan dan fungsi dari orang-orang yang berada dalam Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menjalankan bagian pentingnya pada

perencanaan pembangunan di desa.

Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan

Istilah ‘perencanaan’ diterangkan oleh Tarigan (2010:3), yaitu “mengetahui dan

menganalisis

kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor

noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan



tujuan dan sasaran yang diperkirakan yang dapat dicapali, serta mencari langkah-langkah
untuk mencapai tujuan tersebut”. Adapun Wrihatnolo dan Nugroho (2006 : 39)
menyatakan perencanaan yaitu “pemilihan dan menggabungkan fakta-fakta, membuat
serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa dating dengan
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan
untuk mencapai suatu hasil tertentu”. Lebih lanjut Friedman dalam Tarigan (2010:4)
menjelaskan bahwa “planing is primarily a way of thinking about social and economic
problems, planing is oriented predominantly toward the future, is deeply concerned
with the relation of goal to collective decisions and strives for comprehensiveness in
policy and program. Perencanaan adalah cara berfikir mengatasi permasalahan sosial
dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan, sasaran yang dituju adalah

keinginan kolektif dan menhusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program”.
Menurut Nugroho dan Randy B (2011:4) perencanaan dapat dibedakan melalui

beberapa pengklasifikasian yang berbeda, diantaranya adalah :

a. Berdasarkan jangka waktu perencanaan, dapat dibedakan menjadi :

1. Perencanaan Jangka Panjang, mempunyai rentang waktu antara sepuluh
sampai dua puluh lima tahun. Rencana pembangunan jangka panjang dapat
digolongkan sebagai perencanaan perspektif karena jangkauannya melintasi
beberapa tahun.

2. Perencanaan Jangka Menengah, yvaite berkaitan dengan tujuan yvang hendak
dicapai dalam jangka menengah_ biasanya mempunyai rentang wakiu empat
sampai enam tahmn. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih
umum sasaran-sazaran dalam kelompok besarv sudah dapat diproveksilan
dengan jelas

3. Perencanaan Jangka Pendek (kurang lebih satm tahunivang dituanglan
dalam rencana tahunan, vaitu suato rencana pendek sebagai penterjemahan
perencanaan jangka menengah agar supava lebih konkrit, spesifik dan
operasional. Program-program kegiatan vang dilakukan bersifat provek-
provek pembangunan yvang mendesak untuk dilalkukan.

b. Berdasarkan pada dimensi pendekatan perencanaan, dapat dibedakan dalam :

1. Perencanaan Makre vwang kemudian dapat didefinisikan sebagai
perencanaan nasional dalam  skala makro atau menveluruh, Dalam
perencanaan makro dikaji seberapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan



hkan direncanakan, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara
makro dan menyelumhb.

2. Perencanaan Sektoral, wvaitu perencanaan vang dilakukan menurot
pendekatan sector. Sektor adalah kumpulan dari kegiatan atau program vang
mempunyail persamaan ciri-ciri serta tujuan.

3. Perencanaan Regional, vaitu perencanaan dengan dimensi pendekatan
regional menitikberatkan pada aspek lokasi tempat kegiatan itu dilakukan.
4. Perencanaan Mikro, vyaitu perencanaan skala rinci dalam perencanaan

tahunan vang merupakan penjabaran rencana-rencana sektoral ataupun
regional dalam susunan provek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai
dokumen perencanaan dan penganggarannya.

Perencanaan Pembarngunan

Perencanaan pembangunan adalah tahapan awal dalam proses pembangunan
Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan akan menjadi pedoman dasar
pada pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sjafrizal
(201424 bahwa secara umum perencanaan pembangunan merupakan “cara atan telonik
unfuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan
kondisi negara atau darah vang bersangkutan’

Sjafrizal (2014:25-26) menjelaskan komponen utama dalam perencanaan
pembangunan pada dasarnyva yaitu ;

1. Merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk
mengendalikan dan mengatur proses pembangunan;

2. Mencakuop periode jangka Panjang, menengah dan tahunan;

3 Menvangkuot dengan variabel-variabel vang mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung
maupun tidak langsung;

4. MhMempunyal suatu sasaran pembangunan vang jelas sesuai dengan
keinginan masyarakat.

Perencanaan vang akan dilakukan oleh perencana sangat berkaitan erat dengan
pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan. Perencanaan
merupakan tahapan yvang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan
karena dalam praktiknyva pembangunan vang akan dilaksanakan pasti menemukan
berbagai hambatan baik dafi sisi pelaksana, masyarakat vang menjadi objek dan subjek
pembangunan, maupun dan sisi lvar itw semua. Untuk meminimumkan dampak vang
ditimbulkan oleh hambatan itulah perencanaan hams dilakukan, sebagai tahap penting
dalam proses pembangunan.

Syafi'i (2007:64) menjelaskan beberapa hal wvang penting diketahui untuk
memulai perencanaan pembangunan, vaitu:

1. Permasalahan vang dihadapi, sangat terkait dengan faktor ketersediaan
sumber dava yvang ada.



2. Tujuan serta sasaran rencana vang ingin dicapai oleh pelaksana.

3. Eebijakan dan cara mencapal tujuan mavpun sasaran berdasarkan
alternatif vang dipandang paling baik.

4. Penjabaran dalam program-program atau kegiatan vang konkrit.

3. Jangka wakiu pencapaian fujuan, vang harmus memperhatikan hal-hal

sebagal berikut . adanva koordinasi antara berbagai pihak, adanya
konsistensi dengan wvariabel sosial ekonomi, adamya penetapan skala

Adapun alasan diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan memnt
Widodo (2006:9-10) adalah sebagai berikut:

1 Perkembangan [lmn Pengetahuan dan Teknologi (IPTEE) menvebablcan
perubahan vang sangat cepat di dalam masyvarakat. Cepatnya perubahan
vang dialami oleh masvarukat ini memilki dampak tersembunyi vang
bisa sangat merusak fatanan vang dumiliki oleh masyarakat. Potensi
kemunduran vang demikianlah vang patut menjadi perhatian sebuah
Proses perencanaan

2. Perencanaan merupakan tahap yvang paling penting apabila dilihat dan
dampalk pembangunan vang akan muncul setelah proses tersebut selesai.
Daampalk buruk dan sebuah proses pembanmnan sering kali menjadi
sesuatu hal yvang sulit untuk diperbaiki mengingat proses tersebut telah
melibatkan  banyak pihak dalam pelaksanaannya. Untuk itulah
perencanaan pembangunan vang tepat diperlukan sehingga dampak
negatif dan pembangunan dapat diminimalisir.

3. Prozes pembangunan vang dilalmlkan tentu saja memiliki keterbatasan
waktu pelaksanaan, biava serta ruang lingkup pelaksanaannyva. Tanpa
adanya perencanaan pembangunan vang akurat, pembansunan mungkin
dilakukan dalam kurun waktu vang cukup lama meskipun sebenamva
pelaksanaannya dapat diselesaikan dalam wakivu singkat. Selain to,
perencanaan juga dapat berperan sebagai tolak ulkowr keberhasilan
pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang
ditakulkan dapat dimonitor oleh ]_:lﬂ:l.Ek—P]llEk terkeait tidake terkecuali
masyarakat luas.

Pada dasamya perencanaan digunakan agar kegiatan pembangunan dalam rangka
unituk pencapaian tujuan nasional agar berjalan sistematis dan terarah {Tarigan, 2006:9-
10) dan mengenmulkalkan mengenai manfazt dan perencanaan pembangunan, vaitu
sebagai berikout ©

1 Diapat mengantisipasi dampak positif dan dampak negatif dan perubahan
tersebut dan dapat dipikirkan langkah-langlah vang akan ditempuh untuk
mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif.

2. Membantu dan memandu para pelaku kegiatan pembangunan untuk
memilih kegiatan apa vang perlu dikembangkan di masa vang akan
datang.

3. Sebagai bahan acuan pemerintah untuk mengembalikan atau mengawasi
arah pertumbuhan kegiatan pembangunan.

4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnva vang lebih sempit tetap

lebih detail, misalnyva perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.

Sesuai dengan perencanaan pembangunan, pembuat rencana akan memperhatikan

beberapa hal yang berpotensi sebagai penghambat rencana tersebut maupun yang



berfungsi sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan. Beberapa faktor yang perhatian

dalam perencanaan pembangunan menurut Widodo (2006 : 58 — 60) adalah:

1.

Kondisi Lingkungan

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan pembangunan
daerah ini mencakup beberapa sektor yaitu sosial dan budaya, ekonomi serta
kondisi politik yang berkembang di daerah tersebut. Pada sektor social budaya,
rencana yang telah dibuat akan efektif untuk diterapkan pada kondisi masyarakat
yang memiliki tingkat kehidupan yang tinggi (quality of life). Pada sektor
ekonomi, sebuah daerah yang memilki sikius bisnis yang stabil akan lebih mudah
diprediksi tingkat perkembangannya sehingga pembuat rencana mampu
merumuskan perencanaan yang tepat berdasarkan kondisi yang dihadapinya.
Selanjutnya kondisi politik yang stabil akan mendorong kestabilan perekonomian
yang berkembang di daerah tersebut.

Sumber Dava Perencana Pembangunan

Eunci utama keberhasilan sebuah pembangunan terletak pada kmalitas
perencanaan pembangunan tersebut  Seorang pembuat rencana hams mampu
unfuk mermmuskan pembangunan di berbagai sector. Dengan demikian seorang
pembuat rencana pembangunan ditunfut unduk memuliki pengetahuan dan
wawasan vang luas dalam pembangunan sebuah daerah berdasarkan segala
potensi yvang dimiliki oleh daerah tersebut Seltor wvang harus memperoleh
perhatian dan seorang pembuat rencana mencakup seldor sumber daya alam yang
terkandung di daerah tersebut, sekior sosial ekonomi serta sektor fisik dan
infrastruldur.

Sistem Perencanaan yang Dianut di Daerah

Sistem perencanaan yang dianut akan didasarkan pada berbagai peraturan
pembangunari yang bertaku di daerah tersebut. Kebijakan dan peraturan yang
berlaku ini menjadi dasar dalam menentukan prosedur apa yang dijalankan,
mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahan rencana
pembangunan hingga pelaksanaan rencana tersebut.

Perkembangan lImu Pengetahuan dan Teknologi

Biaya yang rendah dengan hasil yang optimal menipakan salah satu tujuan utama
dilaksanakannya pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan yang

dilaksanakan harus mampu mengoptimalkan penggunaan berbagai ilmu
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pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan memperhatikan pula sumber

daya manusia yang menjalankannya.
5. Dana Pembangunan

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan

pembangunan di sebuah daerah adalah ketersediaan dana yang mencukupi untuk

dilaksanakannya pembangunan. Dengan kondisi demikian, perencanaan yang
dilakukan haruslah mampu untuk menggunakan dana yang tersedia seefektif
mungkin untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Untuk mengetahui seberapa jauh perencamaan pembangunan dinumuskan ito
sudah baik, berikut ind akan disampaikan beberapa acuan untuk pengukurannyva menurut
Aprillia (2014:255-258), vang mencakup:

1. Berlandaskan pada analizis fakta dan keadaan
Pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan

Jelas dan menjamin keluwesan

el

Memmuskan tujuan dan pemecahan menjanjikan kepuasan
Menjaga kezeimbangan

Pekerjaan vang jelas

Proses vang berkelanjutan

Mempakan proses belajardan mengajar

MoGa =] Oh LA

Mempakan proses koordinasi

10,  Memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasilnya

iPemberda}'aan Masyarakat dan Lembaga Pemberdayvaan Masyarakat Desa (LPM
Desa)

Pemberdayaan masyarakat dalam hal 1n1  merupakan sebuah proses
penvelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen di masyvarakat
serta peningkatan pada kemampuan masyarakat. Chamber dalam Ginanjar (1996:142),
menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan
ekonomi vang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep mencerminkan paradigma baru
pembangunan, yakmi wvang bersifat pembangunan wang berpusat pada manusia,
pembangunan partisipatoris, pemberdavaan dan berkelanjutan, people centered,
development participatory, empowering and sustainable.

Adapun Lembaga Pemberdayvaan masyvarakat (LPM) menurut penjelasan atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Lembaga Kemasvarakatan
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lDesa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan matra dalam
memberdayakan masyarakat Desa. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomeor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasvarakatan pada pasal
1 Bab Ketentuan Umum disebutkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah
lembaga atau wadah vang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah
Desa dan Lurah dalam menampung dan mewuwudkan aspirasi serta kebutuhan
masyarakat di bidang pembangunan. Kemudian pada Pasal 8§ disebutkan bahwa
Lembaga Pemberdayaan Masyvarakat Desa mempunvai tugas menyusun rencana
pembangunan secara partisipatif, menggeraklkan swadaya gotong royvong masvarakat,
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Adapun fungsinva sebagaimana pada
pasal 9 vaitu :
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b.  penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masvarakat dalam
kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masvarakat;
d. penyvusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil
pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong
rovong masyarakat; dan
f penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber dava alam serta
keserasian lingkungan hidup.
|
METODE PENELITIAN
Penelitian im1 menggunakan metode analisis 151 (comtent analysis) dengan
pendekatan kualitatif  Jane Richie dalam Moleong (2010:6) memberikan definisi
penelitian kualitatif vaitu penelitian vang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa vang dialami oleh subjek penelitian, misalnva perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa_ pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode ilmiah.
Adapun metode analisis 151 (contert analvsis) menurut Weber dalam (Satori dan
Komariah, 2009: 157) diustilahkan dengan kajian isi, yaitu metodologi vang

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan vang sahih dari sebuah
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buku atau dokumen. Lebih lanjut Holsti dalam Satoni dan Komariah (2009:157) bahwa
kajian 1s1 adalah teknik vang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha
menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Lima
prinsip dasar analisi 1s1 menurut Guba dan Lincoln dalam Satori dan Komariah
(2009:157) wvaitu (1) Proses mengikuti aturan. Setiap langkah dilakukan atas dasar
aturan dan prosedur vang disusun secara eksplisit; (2) Analisis 1s1 adalah proses
sistematis. Hal i1 berarti dalam rangka pembentukan kategori schingga memasukkan
dan mengeluarkan kategori dilakukan atas dasar aturan vang taat asas; (3) Analisis 1s1
merupakan proses vang diarahkan untuk menggeneralisasi; (4) Analisis  1s1
mempersoalkan is1 yang termanifestasikan. Jadi, jika peneliti akan menarik kesimpulan
harus berdasarkan 1s1 suatu dokumen vang termanifestasikan; (5 ) Analisis i1s1 dapat
dianalisis secara kuantitatif, namun hal 1tu dapat pula dilakukan dengan analisa
kualitatif.

Sumber data dalam penelitian imi1 diperoleh dari dan dokumen-dokumen melalui
studi kepustakaan berkaitan dengan peran Lembaga Pemberdayvaan Masyvarakat Desa
dalam perencanaan pembangunan desa di Indonesia. Dokumen dalam penelitian imi
dapat berupa peraturan-peraturan, buku dan sumber-sumber benta dan internet.
Adapun analisis data dilalukan secara deskriptif dengan melakukan reduksi data,
penvajan data serta membuat kesimpulan bagaimana peristiwa sebagaimana dalam

rumusan masalah dalam penelitian 11 dapat terjadi.

ANALISIS PERAN LEMEBAGA PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang
Fepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 79, bahwa Pemerintah
desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan
mengacuy pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota Perencanaan
Pembangunan Desa ini disusun secara berjangka meliputi
a.  ERencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun; dan
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b.  Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Fencana Kera
Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (zatu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desza (REPJM Desz) dan Eencana Kerja

Pemenntah Deza (FKP Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa

tentang BEPJM Desa dan REP Desza merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di

desa. Perencanaan Pembangunan Desa i1 selanjuinya digunakan sebagai salah satu

sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten' Kota.

Dalam Undang-Undang Fepublik Indonesia Nomeor 6 Tahun 2014 tentang Desa
pasal Pasal 50 dijelaskan pula bahwa Perencanaan  Pembangunan Deza
sebagaimana diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam
hal tm Pemenntah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan
Pembangunan Desa.  Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan
pricritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadayva masyarakat desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten'Kota. Prioritaz program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan
masyarakat desa vang meliputs:

a.  pemngkatan kualitas dan alises terhadap pelayanan dasar;

b.  pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkongan berdasarkan
kemampuan telmnis dan sumber daya lokal yang tersedia;
pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

d.  pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

dan

e.  pemngkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masvarakat Desa berdasarkan
kebutuhan masyarakat desa.

Mekanisme Penyusunan RPIM Desa telah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri
Fepublik IndonesiaNomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal

7. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan
unsur masyarakat Desa dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif
Desa, prioritas program dan kegiatan kabupatenkota. Adapun mekanismenya dapat
dilihat pada gambar 1 berilout ind.



14

Gambar 1. Mekamisme Penyusunan RPJM Desa

Pembentulcan tim pemusun BEPIM Desa
¥
Peryvel arazan arah kebijalan perencamaan
pembanzvmanlzabupaenlot

¥

Pemmyusunan rencana pembangunan desa
meblui rusvawarah desa

¥
Pemyuspnan rancanzan EPIM Desa
¥

Pemusunan rencana pembangunan desa melale musyawaah
perencanaan panbangunan desa
¥

Penstapan RETM Deza

Sumber : Diolah dari Peraturan Menteni Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Sedangkan Mekanisme Penyusunan RKP Desa diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa pada pasal 30. Pada penyusunan RKP Desa maka Kepala Desa
mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah desa. Mekanisme Penyusunan
RKP Desa dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

_Pen'_i,usl_man perencanaan pembangman desa
melau musyawarah desa

Yy
Pembentikan tim penyusun EEP Desa

Y
Pencermatan pazu indikatif desa dan peryelarasan
prozram kegiatan masuk ke desa

Pencermatan ulanz dokum en BPIM Desa

¥
Penyusiman rancangan BKP Des

¥

Permmusinan REP Desa melalu musyaw arah
perencanaan pembangman desa

Sumber : Diolah dan Peraturan Menter1 Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
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Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan
Pembangunan Desa

Lembaga Pemberdavaan Masvarakat Desa (LPM Desa) mempunyval tugas yvang
penting dalam perencanaan pembangunan desa vaitu menyusun rencana pembangunan
secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong rovong masyarakat, melaksanakan
dan mengendalikan pembangunan. Dalam tulisan ini1, pembahasan tentang analisis peran
lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa dapat
dijelaskan dengan kerangka pikir sebagaimana Gambar 3 sebagai berikut.

Gambar 3. Kerangka Pikir Analisis Peran Lembaga Pemberdayvaan Masvyarakat Desa
dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Permazaliban Tupekzi LPM Desa Perap LFM Dieza Haal
1. Pemzmoanzan dan pemveloran zspims masverd af Tinz s
. : HnEROya
1. Penznzman dan gomsputan rase parszinan dan bessbuen megyarstal Ferza LFM Deas petnpa
Ewrzmenye 3. Pasinghatan b ualfzs don pemopatzn pelayenan; dd;;i‘%fd megvarshat delam
parinpan 4 Pesnmsnnan rencenz pelakbssnzan pelesdenizn dan ponsemb anzan hasdl masrabang desa
masyerkal I palz pevosmnan
delem S RPIM Des don
mmarachang 3 Pesumbulbiembanzan denpenzrerst pzbarse pedinmes soriz REP Desz vang
dazz swadeve gotong sovons mesverzizl dan Borzn LPM Desz szanat denzzn
8. Porzzal, pendzmranzan den pengembanzan polens sember daye slam delampamsmnan Eduisha
- .- REPDesa s vera af
seriz b eseranan Baghunzan ndup.

Diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber

Proses pembangunan alan terlaksana dengan baik jika diawali dengan
perencanaan yang baik pula. Untuk mendapatkan perencanaan pembangunan deza yang
baik, maka diperlukan keterlibatan masyarakat, di antaranya melaloi musyawarah
perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa). Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa merupakan musvawarah vang  dilakokan antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat vang
dizelenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetaplan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan Pembangunan Desa vang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota. Dalam musrenbang Desa.

Pada proses musrenbang desa ini seringkali partisipasi masyarakat kurang, di
antaranya nampak pada kehadiran masyarakat vang kurang pada saat musrenbang desa

karena : a) kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa; b) merasa sudah merasa



terwakili oleh beberapa tokoh deza, aparatur desa dan badan permusyawaratan desa; c)

hanya kelompok tertentu yang diundang oleh pemerintah desa. Hal ini tentu zkan

menimbulkan kurang komprehensifnya vsulan-usulan dalam perencanaan pembangunan

desa. Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonezia Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa pada pasal 68 dizebutkan bahwa masyarakat desa berhak:

a. memunta dan mendapatkan informasi dan pemenntah desa serta mengawasi
kegiatan penvelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasvarakatan desa, dan pemberdayvaan masvarakat desa;

b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

C. menvampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertuliz secara bertanggung
jawab tentang kegiatan penvelenggaraan pemenntahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa;

Jika pemerintah desa dan LPM Desa mensosialisasikan hal im, kemudian
masyarakat paham dan mau melaksanakannya, maka proses perencanaan pembangunan
desa akan lebth mudah disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan
diperoleh  perencanaan  pembangunan desa yvang  kompehensif, dengan
memperiimbangkan kondisi objektif  desa, pniontas program dan  kegiatan
kabupaten'kota

16
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a. meminta dan mendapatkan informasi dari pemenntah desa serta mengawasi
kegiatan penvelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

b.  memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

cC. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung
jawab tentang kegiatan penvelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasvarakatan desa, dan pemberdayaan
masvarakat desa;

Jika pemerintah desa dan LPM Desa mensosialisasikan hal imi, kemudian
masvarakat paham dan mau melaksanakannya, maka proses perencanaan pembangunan
desa akan lebih mudah disusun sesuai dengan kebutuhan masvarakat setempat dan
diperoleh  perencanaan  pembangunan desa vang  kompehensif  dengan
mempertimbangkan kondisi  olyektif desa, priontas program dan kegiatan
kabupaten/kota

Lembaga Pemberdavaan Masyarakat Desa (LPM Desza) menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga

Kemasyarakatan mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,

menggerakkan swadava gotong rovong masyarakat, melaksanalkan dan mengendalikan

pembangunan. Dalam melaksanakan tersebut, LPM Desa mempunyai fungsi:

b penampungan dan penvaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

b.  penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam
kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

C. peninglkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

d. penyvusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil
pembangunan secara partisipatif:

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong

rovong masyarakat; dan

f penggali, pendavagunaan dan pengembangan potensi sumber dava alam serta
keserasian lingkungan hidup.
Jika ditinjau dari tugas dan fungsi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut,

sangat jelas bahwa negara memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat

dengan diinisiasi dan dibantu oleh LPM Desa khususnya terkait dengan perencanaan
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pembangunan desa. Akan tetapi masih ada permasalahan dari peran vang dijalankan,
seperti misalnya permasalahan vang ada di desa-desa di kecamatan Melonguane,
Kabupaten Kepulauan Talaud vaitu: (1) kualitas SDM pengurus LPM umumnya masth
rendah baik dilthat dart  kemampuan pengetahuan tentang masalah-masalah
pemerintahan dan pembangunan desa maupun kemampuan tekniz di bidang
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, vang antara lain disebabkan oleh
rendahnya tingkat pendidikan formal serta kurangnva pelatthan yang dimiliki oleh
sebagian pengurus LPM; (2) walaupun susunan pengurus LPM terlihat lengkap di setiap
desa, namun sebagian pengurus tidak atan kurang aktif melaksanakan tugas dan
fungsinva atau tidak terkonsentrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (diunduh
dar1  https:/media neliti.com/ media’publications/1378-ID-efektivitas-pelaksanaan-
fungsi-lembaga-pemberdavaan-masvarakat-lpm-dalam-pembang pdf, tanggal 15
Agustus 2018).
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d. anggota vang berasal dari perangkat Deza lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyaralkat Desa, dan vnsur masyarakat
laintya.

Adapun jumlah tim sebagaimana paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11
(sebelas) orang, dengan mengikutsertalan perempuan Tim penyusun sebagaimana
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desza.

Selanjutnya pada pazal 9 Peraturan Menter: Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan pula bahwa Tim
penyusun EPIM Desa melalsanalean kegiatan sebagai berikut:

a.  penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;

b.  pengkajian keadaan Desa;

c.  penyusunan rancangan EPJM Desa; dan

d.  penyempurnaan rancangan EPIM Desa.

Adapun penyusunan REP Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Eepublik
Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada pazal 29
dizebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun EKP Desza sebagai penjabaran RPIM
Desa. REP Desa disusun oleh Pemerintah Desa zesual dengan informasi dan
pemerintzh daerah kabupatenkota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana
kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,  dan  pemerintah  daerah
kabupaten’kota. Penyusunan REP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

penyvusunan perencanaan pembangunan desa melalui musvawarah desa;

b, pembentukan tim penyusun EEP Desa;

c.  pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke
desa

B

pencermatan ulang dokumen RPIM Desa;

penvusunan rancangan REKP Desa;

penvusunan RKP Desa melalui musvawarah perencanaan pembangunan Desa;
penetapan RKP Desa;

perubahan RKP Desa; dan

B @m0

[,

pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dalam penvusunan EEP Desa maka Kepala Desa membentuk Tim Penvusun.
EEKP Desa vang terdiri dari:
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a. kepala Desa selaku pembina;

b. seloretaris Desa selaku ketua;

c.  keina lembaga pemberdavaan masyarakat sebagai sekretaris; dan

d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdavaan masyarakat,
kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tuyuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan

mengikutsertakan perempuan.
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke
desa;

b.  pencermatan ulang dokumen EPJIM Desa;

c.  penyusunan rancangan FEKP Desa; dan

d.  penvusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Dari uraian di atas nampak bahwa LPM Desa memegang peranan penting karena
dalam Tim Penyusunan RPJM Desa maupun RKP Desa Ketua LPM Desa menjabat
sebagai seketaris Tim Penyusun, dan anggota tim sebagian juga berasal dari LPM Desa.
Dengan posisinya itu dan fungsi dari LPM Desa dalam perencanaan pembangunan desa
yang sangat strategis, maka diharapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPM Desa) dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya dalam perencanaan
pembangunan desa, yaitu terkait dengan : a) Menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat; b) Pelibatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara
partisipatif;, ¢) Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat; serta d) Menggali
potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup dalam kerangka
perencanaan pembangunan di desa. Tugas dan fungsi ini tentu harus dijalankan dengan
berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa agar diperoleh perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan terakomodir secara komprehensif



21

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan vang telah diraikan, maka dapat kami simpulkan

beberapa poin penting terkait peran Lembaga Pemberdavaan masyarakat Desa (LPM
Desa) dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagai berikut ;

1.

Mekanisme perencanaan pembangunan desa dilakukan sesuai dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan

Menter1 Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa, namun dalam pelaksanaannya menyesuaikan
situasi dan kondisi pada masing-masing desa dengan tetap berpedoman pada
peraturan vang berlaku;

Lembaga Pemberdayaan Masyvarakat Desa (LPM Desa) berperan sangat penting
dalam perencanaan pembangunan desa, vaitu terkait dengan ; a) Menampung dan
menvalurkan aspirasi masyarakat; b) Pelibatan dalam penyusunan perencanaan
pembangunan secara partisipatif. ¢ Menumbuhkembangkan partisipasi
masyarakat; serta d) Menggali potensi sumber dava alam serta keserasian

lingkungan hidup dalam kerangka perencanaan pembangunan di desa.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan serta kesimpulan di atas

adalah sebagai berikut :

1.

Dalam proses perencanaan pembangunan desa dibutuhkan koordinasi yang baik
antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dengan dengan tetap mempertimbangkan
kondisi objektif desa, prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan efisiensi maka disarankan untuk menggunakan aplikasi e
musrenbang sehingga lebih hemat dana, waktu dan tenaga. Aplikasi ini lebih
diutamakan untuk desa-desa yang sudah dijangkau oleh jaringan internet dengan

melakukan kajian terlebih dahulu.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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